Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Barito Kuala Tahun 2020
Tak Banyak Catatan

-

Sumber gambar:
https://jurnalkalimantan.com/tak-banyak-catatan-rekomendasi-dprd-atas-lkpj-bupati-batola-2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola)
menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan Rekomendasi atas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2020.
Namun rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD
Saleh serta Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj. Arfah, Senin (26/04/2021), ini tak banyak
catatan yang diberikan DPRD.

Pada rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua
DPRD Saleh serta Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj. Arfah ini, sejumlah catatan tersebut
di antaranya terkait penyajian data PNS yang dinilai masih kurang lengkap. Seperti dalam
penyusunan LKPj data PNS yang disampaikan juga diberikan penjelasan rasio, jumlah, dan
kompetensi kebutuhan pada masing-masing SKPD.

Mengenai kecilnya PAD yang hanya 6,12 persen dari jumlah APBD disarankan
pemerintah daerah, perlu melakukan inovasi untuk menggali sumber-sumber dengan tanpa
memberatkan masyarakat.

Terkait pengelolaan belanja daerah yang masih tingginya target dan realisasi belanja
tak langsung direkomendasikan perlunya menekan belanja tak langsung yang dianggap
berlebihan dan kurang efisien.

Menyangkut pengeluaran daerah yang lebih diarahkan pada kegiatan pernyataan
modal (investasi) BUMD, DPRD menyatakan, sangat mengapresiasi mengingat akan
berdampak meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Sementara menyangkut UPT Damkar yang masih menyatu dengan Satpol PP
disarankan dapat menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran.

Secara umum, menurut Ketua DPRD Batola Saleh, keseluruhan laporan telah
dilaksanakan dengan baik. mulai dari perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan
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urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hingga capaian kinerja pelaksanaan
tugas pembantuan umumnya.

Diungkapkan Bupati Batola Hj. Noormiliyani, melalui Wakil Bupati H Rahmadian
Noor, pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
DPRD atas kearifan dan kebijaksanaannya dalam menelaah, menilai dan mencermati LKP],
serta rekomendasi yang diberikan.

Sumber berita:

1. https://jurnalkalimantan.com/tak-banyak-catatan-rekomendasi-dprd-atas-lkpj-bupati-
batola-2020/, 26 April 2021.

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/27/gelar-rapat-paripurna-ke-18-dprd-batola-
sampaikan-catatan-rekomendasi-lkpj-2020, 27 April 2021.

Catatan:

1. Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,
Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

a. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan keuangan daerah.

c. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam
APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang
berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat
dalam APBD.
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d. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
e. Struktur APBD terdiri dari:

1) Anggaran pendapatan, terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang
sah.

b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang meliputi:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi;

(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi;

(3) Dana Alokasi Khusus, adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.

c) Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang
tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Daerah.

2) Anggaran belanja, yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja. Rincian Belanja Daerah menurut organisasi
disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Rincian Belanja Daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum,

ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas

umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan
sosial.

Rincian Belanja Daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri

atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan

bantuan sosial.
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3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan bersumber dari:

a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

b) penerimaan Pinjaman Daerah;

¢) Dana Cadangan Daerah; dan

d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya
atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap
sumber pendapatan.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Dasar hukum dalam pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang antara lain mengatur tentang:

a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan
urusan pemerintahanan yang menyangkut pertanggungjawaban Kkinerja yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Ruang Lingkup LKPJ meliputi:

1) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya
penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
b) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya;
dan
c¢) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran
sebelumnya.
2) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa:
a) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
(1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
(2) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
b) Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
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(1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
(2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa Penugasan Pemerintah
Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah
desa.
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan tersebut memuat
permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.
c. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
d. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan
pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
1) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
2) pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan Urusan pemerintahan daerah.
e. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan
rekomendasi sebagai bahan dalam:
1) Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2) Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3) Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan
strategis kepala daerah.
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